Judul Produk Pelayanan	: Perizinan Pemusnahan atas Barang yang diimpor oleh Badan Internasional
Nomor KEP			: KEP-117/BC/2025
Nomor Produk			: 026

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
Pelayanan
	1.  Kepala Badan Internasional selaku pemohon mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara dengan melampirkan:
a.  Identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
b.  Rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan;
c.  Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
d.  surat   Uraian   pengimporan   kendaraan   Bermotor   yaitu
Formulir B atau surat keterangan lainnya;
e.  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
f.   cek fisik kendaraan bermotor; dan
g.  kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan
Internasional selaku pemohon atau penerima fasilitas.
2.  Dalam  hal  Kepala  Badan  Internasional  berhalangan  dan tidak bisa menandatangani permohonan, maka permohonan pemusnahan	harus   ditandatangani   oleh   Pejabat   yang ditunjuk	yang    dibuktikan    dengan    nota    diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

	2.
	Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
	1.  Pemohon  mengajukan  surat  permohonan  pemusnahan
kendaraan bermotor beserta dokumen pendukung dan disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia National Single Window.
2.  Permohonan   serta   hasil   pindaian   dari   dokumen   asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia National Single Window ke sistem informasi kementerian yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
3. Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Sistem Indonesia National Single Window belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan diajukan secara tertulis disertai dengan:
a. lampiran   permohonan   dalam   bentuk   salinan   cetak
(hardcopy); dan
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan digital (softcopy).
4. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan	seluruh     persyaratan     dan     melakukan pemeriksaan fisik.
5. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dimusnahkan dan membuat laporan	hasil   pemeriksaan   fisik   dan   berita   acara pemusnahan, kemudian Pejabat Bea dan Cukai atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan izin pemusnahan atau penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak hasil pemeriksaan fisik.
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	a.  dalam hal hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai, Pejabat Bea
dan  Cukai  membuat  surat  pemberitahuan  penolakan, kemudian menyampaikan kepada pemohon.
b. dalam hal hasil pemeriksaan fisik sesuai, pemusnahan Kendaraan	Bermotor   dilaksanakan   oleh   pihak   yang ditunjuk Badan Internasional dengan disaksikan oleh:
a)  Pejabat Badan Internasional;
b)  Pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan
c)  Pejabat Bea dan Cukai,
serta dibuatkan berita acara pemusnahan.
6.  Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak Kendaraan Bermotor	dan    komponen/bagian    utama    Kendaraan Bermotor sehingga menjadi tidak dapat difungsikan dan diperbaiki Kembali.
7.  Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan menjadi tanggung jawab pihak Badan Internasional;
8.  Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan dibebaskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang;
9.  Pejabat Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan	Menteri  mengenai  pemusnahan  Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
10.Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan keputusan mengenai pemusnahan kendaraan bermotor atau surat penolakan kepada pemohon.

	3.
	Jangka
Waktu
Penyelesaian
	1.  5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima
secara  lengkap  dan  benar,  dalam  hal  permohonan diajukan secara elektronik; dan
2.  3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk
Pelayanan
	1.  Surat Keputusan Menteri, atau
2.  Surat Pemberitahuan Penolakan Perizinan Pemusnahan atas Barang yang diimpor oleh Badan Internasional.

	6.
	Penanganan
Pengaduan, Saran,     dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke e-mail  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja yang bersangkutan atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja.



